WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG

LOMBA PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK))

KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

(KKBPK) KESEHATAN

TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan,

pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi serta
menjadi peserta Keluarga Berencana (KB), Pemerintah
Kota Semarang melaksanakan Kegiatan Lomba
Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )
Kesehatan Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;

. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana

dimaksud huruf a tersebut di atas, Tim Penilai Lomba
Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Kesehatan Tingkat Kota Semarang Tahun 2019 telah
melaksanakan penilaian dan menghasilkan Pemenang
Lomba yang perlu ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,

maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang
tentang Penetapan Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik
Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga ( PKK ) Kependudukan Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) Kesehatan
Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

s




. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2005 Nomor 4588);

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor

g



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

13.

14.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 07 Tahun
2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 114);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 nomor 85)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir
dengan Peraturan walikota Semarang Nomor 26 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) Kesehatan Tingkat Kota Semarang

Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam

Penghargaan dan uang pembinaan.
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KETIGA . Pemenang I (Satu) Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan

Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, berhak untuk ikut serta dan
mewakili Kota Semarang dalam Lomba Pelaksana Terbaik
Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

KEEMPAT g Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
20109.

KELIMA s Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN disampaikankepadaYth:
1.

B

LN

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

/ WALIF)%ARANG,

/ HENDRAR PRIHADI .{

Wakil Walikota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Asisten Adminisrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;

Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Semarang;

10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

12. Pemenang Lomba yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA
PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)
KESEHATAN TINGKAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) KESEHATAN
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO| PEMENANG | KELURAHAN / KECAMATAN PENGHARGAAN

1 JUARA I KELURAHAN RANDUGARUT | PIALA, PIAGAM DAN
KECAMATAN TUGU UANG PEMBINAAN
SEBESAR Rp. 3.500.000,-

2 JUARA Il KELURAHAN ROWOSARI PIALA, PIAGAM DAN
KECAMATAN TEMBALANG | UANG PEMBINAAN
SEBESAR Rp. 2.500.000,-

3 JUARAII KELURAHAN JATIREJO PIALA, PIAGAM DAN
KECAMATAN GUNUNGPATI | UANG PEMBINAAN
SEBESAR Rp. 1.500.000,-

WALIKOTA SEMARANG,

/}4 HENDRAR PRIHADI 1




